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ABSTRAK :           Bahwa berdasarkan evaluasi hasil penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota, serta untuk memudahkan pemahaman mengenai perlengkapan 

pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota, perlu mengganti PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, 

Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan 

PKPU Tahun 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian 

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota karena sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini; 

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) UU Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menjadi UU, perlu menetapkan PKPU 

tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota. 

 

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 



Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi UU menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan LN RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 

2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 

6 Tahun 2020. 

 

Dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 diatur tentang :  

Ketentuan Umum; Jenis, Staandar dan Kebutuhan, jenis perlengkapan 

pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, standar perlengkapan 

pemungutan suara, kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, 

segel, alat untuk member tanda pilihan, tempat pemungutan suara, standar 

perlengkapan lainnya, sampul kertas, tanda pengelal KPPS, petugas ketertiban 

dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastic, bolpoint, 

gembok/kabel ties/alat pengamanan lainnya, spidol, formulir, stiker nomor 

kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, 

kebutuhan dan spesifikasi teknis; Pengadaan dan Pendistribusian, pengadaan, 

pendistribusian; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup. 

 

CATATAN  :                -     Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal  24 Agustus 2020. 

 


